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Abstract
Improving the quality of human resources through education is believed as one of the solutions to reduce poverty. World
attention to education in global ’Education For All program’ and the ’Millennium Development Goals’, suggests that
basic education become central program in reducing poverty. If there was a linear relationship between education and
income, improved education at basic level would not increase revenues substantially. This study aim is analyzing the
role of labor education level toward poverty. Using panel data, this study found that basic education level of labor has a
significant role to increase poverty, whereas higher education levels of labor significantly reduce poverty in Indonesia.
Keywords: Labor Education; Poverty; Indonesia; Panel Data
Abstrak
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diyakini sebagai salah satu solusi untuk
mengurangi kemiskinan. Kepedulian dunia internasional terhadap pendidikan dalam gerakan global
’Pendidikan Untuk Semua’ dan ’Tujuan Pembangunan Milenium’, menegaskan bahwa pendidikan dasar
menjadi pusat untuk mengurangi kemiskinan. Ketika terdapat hubungan linier antara pendidikan dan
pendapatan, maka meningkatkan pendidikan hanya pada tingkat pendidikan dasar tidak akan meningkatkan
pendapatan secara substansial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran jenjang pendidikan tenaga kerja
terhadap kemiskinan. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang
pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang
pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Kata kunci: Pendidikan Tenaga Kerja; Kemiskinan; Indonesia; Data Panel
Kode Klasifikasi JEL: H5; I2; I3
Pendahuluan
Indonesia sebagai negara dengan keragaman besar
dalam wilayah, ekonomi, dan sosial-budaya, ma-
sih menghadapi banyak tantangan dalam mengu-
rangi kemiskinan. Kemiskinan sebagai salah satu
permasalahan pembangunan yang dialami setiap
negara, merupakan masalah multidimensi yang da-
pat berhubungan dengan sejumlah faktor ekonomi,
fisik, psikologi, maupun sosial budaya. Tidak ada
penyebab tunggal yang dapat menjelaskan sepe-
nuhnya, sehingga mengurangi kemiskinan memer-
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lukan solusi secara menyeluruh dan berkelanjutan
dari waktu ke waktu.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah In-
donesia melalui program pengentasan kemiskinan,
tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan. Sa-
saran Pembangunan Nasional 2000–2004, menar-
getkan tingkat kemiskinan sekitar 14% pada tahun
2004. Kenyataannya, tingkat kemiskinan di tahun
2004 sebesar 16,66% (Bappenas, 2004). Kemudian,
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2005–2009 menargetkan ting-
kat kemiskinan menjadi 8,2% pada akhir periode.
Namun, tingkat kemiskinan di tahun 2009 masih
tinggi, yaitu 14,15% (Bappenas, 2010a). Selanjut-
nya, dalam RPJMN 2010–2014 menargetkan tingkat
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Gambar 1: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 1996–2011
Sumber: Statistik Indonesia, 2000–2011 (publikasi BPS), diolah
kemiskinan hingga 8–10% pada tahun 2014. Akan
tetapi, sampai dengan tahun 2011 masih sebesar
12,49% (30,02 juta jiwa), berkisar dari 3,2% di DKI
Jakarta hingga 31,98% di Papua (Bappenas, 2010b).
Tilak (1989) meneliti mengenai hubungan antara
pendidikan dan kemiskinan, dengan menunjukkan
diagram plot dan hasil analisis regresi sederhana
antara rata-rata lama sekolah dengan persentase
penduduk miskin. Tilak menyimpulkan bahwa ke-
tika partisipasi pendidikan meningkat, maka pro-
porsi penduduk miskin mengalami penurunan. Di
sisi lain, beberapa peneliti telah menganalisis peran
pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi ber-
dasarkan tingkat pendidikan dan melaporkan hasil
yang beragam, di antaranya Colclough (1982) serta
Dre`ze dan Saran (1993) yang memfokuskan lebih
eksklusif pada pendidikan dasar. World Bank (1995)
juga menetapkan bahwa pengembalian investasi
pendidikan dasar lebih tinggi daripada pengembali-
an investasi pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi, sehingga berkesimpulan bahwa pendidikan
dasar dan melek huruf sebagai agenda untuk pem-
bangunan ekonomi, pembangunan sosial, maupun
pembangunan manusia.
Pendidikan merupakan salah satu instrumen pa-
ling kuat yang dimiliki masyarakat untuk mengu-
rangi kemiskinan dan kerentanan. Secara langsung,
peran pendidikan adalah memberikan pengetahuan
dan keterampilan, sehingga meningkatkan produk-
tivitas dan menciptakan akses ke lapangan kerja.
Dengan demikian, penghasilan yang didapat akan
dapat digunakan dalam membantu mengurangi
kemiskinan, serta kelaparan. Secara tidak langsung,
peran pendidikan dapat mencakup banyak bidang
kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, kesetaraan
gender, kesehatan ibu, dan pengembangan keteram-
pilan (Weiss, 1995; Oxaal, 1997). Pendidikan dapat
membantu meningkatkan pendapatan potensial,
memperluas mobilitas tenaga kerja, meningkatkan
kesehatan orang tua dan anak-anak, mengurangi
kesuburan dan kematian anak, serta mengupaya-
kan suara rakyat yang kurang beruntung dalam
masyarakat dan sistem politik (Klugman, 2002).
Pendidikan dipercaya mempunyai peran penting
dalam membentuk kemampuan manusia dan sua-
tu negara untuk menyerap maupun menciptakan
teknologi modern, serta mengembangkan kapasitas
agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang
berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006).
Kepedulian dunia internasional pada pendidikan
diwujudkan dalam gerakan global Pendidikan un-
tuk Semua (PUS/Education for All) pada tahun 1990
dan Millennium Development Goals (MDGs) pada
tahun 2000. Kebijakan PUS menegaskan komitmen
masyarakat internasional untuk mengurangi kemis-
kinan melalui pendidikan (UNESCO, 2000). Selan-
jutnya, 8 tujuan yang tertuang dalam kesepakatan
MDGs yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015,
yaitu: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelapar-
an; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3)
mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak;
(5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi
HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
(7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
(8) mengembangkan kemitraan global untuk pem-
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bangunan; di antaranya terkait dengan kemiskinan
dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gen-
der, kesehatan, dan lingkungan hidup, menganggap
bahwa penyelesaian pendidikan dasar, bersama de-
ngan pencapaian MDGs lainnya, akan membantu
mewujudkan tujuan mengurangi separuh jumlah
orang yang hidup dalam kemiskinan pada tahun
2015. Hal ini dipahami bahwa tingkat pendidikan
dasar adalah tingkat anak-anak keluarga miskin
dapat lulus, dan diharapkan prestasi mereka da-
pat membantu untuk memutus siklus kemiskinan
(UNESCO, 2001). Tujuan PUS juga untuk berkon-
tribusi terhadap upaya global dari delapan tujuan
MDG, terutama MDG-1, MDG-2 dan MDG-3 untuk
menanggulangi kemiskinan melalui pendidikan
dasar dan kesetaraan gender.
Terkait dengan kepedulian dunia internasional
dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia te-
lah berkomitmen pada kedua tujuan tersebut mela-
lui Program Wajib Belajar (Program Wajar). Program
Wajar telah menjadi prioritas kebijakan nasional pe-
merintah Indonesia sejak awal periode 1970-an,
dimulai dengan meningkatkan pembangunan sara-
na pendidikan dasar1. Pada tahun 1983, Pemerintah
Indonesia mencanangkan Program Wajar 6 Tahun
untuk anak usia 7–12 tahun secara nasional2. Ke-
mudian dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun pada
19943, yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun
2003/2004, meskipun akhirnya tidak dapat tercapai
tepat waktu karena adanya krisis ekonomi yang
melanda Indonesia pada 1997 (Bappenas, 2009).
Setelah terjadinya krisis ekonomi, perhatian pe-
merintah terhadap upaya penanggulangan ke-
miskinan semakin besar. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan
program-program pengentasan kemiskinannya. Pa-
da RPJMN 2005–2009 dengan Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), terdapat ti-
ga klaster program penanggulangan kemiskinan4.
1Sebagai persiapan pelaksanaan wajib belajar, dilaksanakan
Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar melalui Instruksi
Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973.
2Inpres No. 7 Tahun 1983 Tentang Bantuan Pembangunan
Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.
3Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar.
4Klaster I – Program bantuan sosial terpadu berbasis keluar-
ga; Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat; dan Klaster III – Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan
Kecil.
Salah satu klasternya adalah bantuan sosial ter-
padu berbasis keluarga dan di antaranya terka-
it dengan pendidikan5, berupa: Program Keluar-
ga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Ja-
minan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan
program Beras Miskin (raskin) (Bappenas, 2010a).
Program-program SNPK tersebut juga dilanjutkan
pada RPJMN 2010–2014 (Kemkominfo, 2011).
Terkait dengan masalah kemiskinan, jika terda-
pat hubungan linier antara tingkat pendidikan dan
pendapatan yang diperoleh, maka peningkatan pen-
didikan yang hanya pada tingkat pendidikan da-
sar diduga tidak akan meningkatkan pendapatan
secara substansial dan tentunya tidak akan efek-
tif dalam mengatasi kemiskinan. Dalam kerangka
MDGs, ada keraguan bahwa tujuan MDG-1 (me-
nanggulangi kemiskinan dan kelaparan) tidak akan
efektif tercapai jika hanya melalui tujuan MDG-2
(universalisasi pendidikan dasar). Secara khusus,
kebijakan nasional pada bidang pendidikan dalam
konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia,
yang terkait dengan kebijakan nasional program
Wajar Dikdas 9 tahun, diduga tidak cukup untuk
mengangkat masyarakat miskin keluar dari kemis-
kinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis jenjang pendidik-
an manakah yang berperan dalam pengurangan
kemiskinan di Indonesia.
Pada penelitian-penelitian sebelumnya, para
peneliti lebih banyak menggunakan indikator-
indikator bidang pendidikan seperti: angka melek
huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat partisi-
pasi sekolah sebagai proksi variabel pendidikan.
Penelitian ini akan menggunakan variabel tingkat
partisipasi angkatan kerja menurut tingkat pendi-
dikan yang dianggap lebih baik dalam menjelas-
kan tingkat kemiskinan yang terkait erat dengan
tingkat pendapatan pekerja (atau rumah tangga).
Alasannya adalah hubungan antara pendidikan
dan kemiskinan dapat diterjemahkan melalui jalur
ketenagakerjaan. Pendidikan dapat memberikan
5Program Wajar Dikdas sebelum amandemen keempat UUD
1945 pada tahun 2002, belum menyediakan pembiayaan pendi-
dikan. Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor
20 tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang se-
kaligus mengganti dan menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam
rangka melaksanakan ketentuan UU Sisdiknas, ditetapkan Inp-
res Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dan Pemberantasan Buta Aksara; dan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
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pengetahuan dan keterampilan, sehingga mening-
katkan produktivitas dan menciptakan akses la-
pangan kerja. Orang-orang yang berpendidikan
memiliki potensi penghasilan lebih tinggi dan lebih
mampu meningkatkan kualitas hidup, yang berarti
kecil kemungkinan untuk terasingkan dalam ko-
munitas atau masyarakat pada umumnya. Dengan
demikian, disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan
terkait erat dengan tingkat pendidikan tenaga ker-
ja, karena tingkat pendidikan berhubungan juga
dengan tingkat pendapatan pekerja.
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui
jenjang pendidikan yang berpengaruh terhadap
kemiskinan di Indonesia. Setelah kurang lebih ti-
ga dasawarsa pelaksanaan program Wajar Dikdas –
mulai dari Wajar 6 tahun hingga Wajar 9 tahun – dan
adanya rencana pemerintah Indonesia melalui Ke-
menterian Pendidikan Nasional untuk mengusul-
kan rintisan program Wajar 12 tahun67, diharapkan
penelitian ini dapat menjadi bagian pertimbangan
pemerintah Indonesia dalam kebijakan pemerata-





Penelitian mengenai peran pendidikan diprakarsai
oleh Schultz (1960, 1961) dan Becker (1962). Schultz
membahas tentang investasi sumber daya manusia
(SDM) dan menetapkan bahwa pendidikan sebagai
kegiatan konsumsi dan investasi yang mengarah
pada pembentukan modal manusia –sebanding de-
ngan modal fisik– yang akan diikuti pertumbuhan
ekonomi yang signifikan. Penelitian Becker men-
dasari dalam meyakinkan orang untuk membuat
pilihan investasi dalam modal manusia dengan
menimbang biaya dan manfaat rasional yang men-
cakup pengembalian investasi pendidikan.
6Kemdiknas Siapkan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. 12 Okto-
ber 2011. http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2011/10/
kemdiknas-siapkan-rintisan-wajib-belajar-12-tahun-17
-17-17 [diakses pada 5 Juli 2012].
7Kemdikbud-Komisi X DPR RI Siapkan Rin-
tisan Wajar 12 Tahun. 06 Februari 2012. http:
//www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/02/
kemdikbud-komisi-x-dpr-ri-siapkan-rintisan-wajar-12-
tahun--119-119-119 [diakses pada 5 Juli 2012].
Teori Signaling dan Screening
Sehubungan dengan pendidikan dan pasar kerja,
Spence (1973) menganalisis pasar dengan informa-
si asimetrik mengenai signaling dalam pasar kerja.
Teori tersebut menjelaskan hubungan antara pen-
didikan dan pendapatan. Signaling adalah strategi
untuk menghindari beberapa masalah yang terka-
it dengan seleksi yang merugikan, mengacu pada
tindakan yang dapat diamati dan dilakukan oleh
satu pihak (disebut agen) untuk menyampaikan
beberapa informasi tentang dirinya sendiri kepada
pihak lain (pengusaha) tentang kualitas mereka.
Spence menggunakan pendidikan sebagai contoh
signaling. Sertifikat pendidikan dapat digunakan
sebagai sinyal untuk menunjukkan tingkat kemam-
puan tertentu yang dimiliki individu. Umumnya,
pengusaha bersedia membayar upah lebih tinggi
untuk mempekerjakan pekerja dengan kemampuan
atau pendidikan lebih tinggi, karena lebih murah
dan mudah bagi perusahaan untuk melatih kar-
yawan berkemampuan tinggi daripada karyawan
dengan kemampuan rendah.
Di sisi lain, Stiglitz (1973) juga menganalisis pa-
sar dengan informasi asimetrik dan menunjukkan
bahwa agen yang kurang informasi kadang dapat
menangkap informasi dari agen yang mempunyai
informasi lebih baik melalui screening. Dalam model
screening, diasumsikan bahwa perusahaan memilih
tingkat pendidikan terkait dengan tugas dan upah
yang akan diberikan. Pendidikan dapat digunakan
sebagai screening device untuk mengidentifikasi pro-
duktivitas SDM yang telah terbentuk sebelumnya
dan membedakan tingkat upah di antara kelompok
SDM yang berbeda pendidikannya.
Teori Pertumbuhan Endogen
Romer (1986, 1990, 1994) dan Lucas (1988) menya-
takan bahwa investasi dalam modal manusia serta
inovasi dan pengetahuan merupakan kontributor
yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Teori
pertumbuhan endogen berfokus pada eksternalitas
positif dan efek spillover ekonomi berbasis penge-
tahuan yang akan mengarah pada pembangunan
ekonomi. Selanjutnya, konsep pendidikan sebagai
sebuah investasi berkembang secara pesat dan se-
makin diyakini oleh setiap negara bahwa pemba-
ngunan sektor pendidikan merupakan prasyarat
kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangun-
an lainnya.
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Tinjauan Empiris
Chaudhry et al. (2010) mengevaluasi efek dari ber-
bagai tingkat pendidikan dan melek huruf pada
insiden kemiskinan di Pakistan dengan menggu-
nakan data time series selama 35 tahun (1972–2007)
dengan variabel kunci: kemiskinan absolut (P0);
angka melek huruf; serta tingkat partisipasi pen-
didikan dasar, pendidikan menengah, dan pendi-
dikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses pengentasan kemiskinan akan dapat diper-
cepat jika sumber daya ditargetkan pada sektor
pendidikan, khususnya dalam pendidikan tinggi.
Awan et al. (2011) mengevaluasi efek dari berba-
gai tingkat pendidikan, pengalaman dari individu-
individu yang bekerja menurut jenis kelamin se-
bagai variabel penjelas, dan individu miskin se-
bagai variabel terikat dalam penentu kemiskinan
di Pakistan pada tahun 1998–1999 dan 2001–2002.
Dengan model regresi logistik, hasilnya menun-
jukkan bahwa pengalaman dan tingkat pendidik-
an berhubungan negatif dengan kemiskinan pada
dua periode tersebut. Semakin tinggi tingkat pendi-
dikan, maka probabilitas menjadi miskin semakin
berkurang.
Kiani (2011) melakukan penelitian untuk men-
coba mengembangkan hubungan antara tingkat
pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan
seberapa jauh dapat membantu dalam mengurangi
kemiskinan di Pakistan selama tahun 1980–2007.
Data yang digunakan adalah (Produk Domestik
Bruto) PDB riil dan persentase kemiskinan sebagai
variabel terikat dan rasio lulusan siswa menurut
tingkat pendidikan terhadap total angkatan kerja
yang bekerja dan tingkat partisipasi angkatan ker-
ja (TPAK) sebagai variabel bebas. Semua variabel
menggunakan nilai logaritma natural dan menggu-
nakan data dua tahun tertinggal (lag) pada variabel
pendidikan karena membutuhkan waktu dalam
penerapan kebijakan atau strategi pendidikan serta
untuk mendapatkan pekerjaan, yang disebut peri-
ode implementasi. Dengan menggunakan metode
persamaan regresi sederhana, hasilnya menyim-
pulkan bahwa pertumbuhan PDB riil berhubung-
an positif dengan rasio lulusan siswa pendidikan
dasar terhadap total angkatan kerja yang bekerja.
Tetapi pendidikan tinggi tidak memainkan peran
signifikan secara independen untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskin-
an.
Janjua dan Kamal (2011) melakukan penelitian
dengan tujuan utama untuk menyelidiki apakah
penduduk berpendidikan formal suatu negara me-
miliki dampak besar terhadap besarnya kemiskinan,
serta variabel lain seperti pendapatan per kapita
dan kesenjangan pendapatan. Menggunakan data
panel dari 40 negara berkembang tahun 1999–2007
dengan variabel terikat adalah persentase pendu-
duk miskin dan variabel bebas adalah pertumbuhan
pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan
(indeks Gini), dan angka partisipasi murni pendi-
dikan menengah. Hasil perkiraan koefisien dengan
menerapkan efek acak teknik General Least Squ-
are (GLS). Penelitian ini menyimpulkan, pertama,
pertumbuhan pendapatan per kapita memainkan
peran cukup positif dalam mengurangi kemiskin-
an, tetapi distribusi pendapatan tidak memainkan
peran kunci dalam penanggulangan kemiskinan
dalam sampel secara keseluruhan. Kedua, pendidik-
an merupakan penyumbang yang paling signifikan
untuk pengentasan kemiskinan. Pada penelitian-
penelitian tersebut, variabel-variabel bebas yang
digunakan pada umumnya menggunakan data pen-
didikan yang bersifat lebih ”makro”, antara lain:
angka melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan,
pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, rasio lu-
lusan siswa menurut tingkat pendidikan terhadap
total angkatan kerja yang bekerja, dan TPAK, serta
variabel lain seperti pendapatan per kapita dan
kesenjangan pendapatan. Adapun metode-metode
yang digunakan antara lain menggunakan analisis
data time series, regresi logistik, regresi sederhana,
maupun regresi data panel.
Secara umum, penelitian ini menggunakan
variabel-variabel yang telah digunakan pada
penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demi-
kian, penelitian ini juga menggunakan variabel
tingkat partisipasi angkatan kerja menurut tingkat
pendidikan yang belum digunakan pada penelitian-
penelitian sebelumnya. Oleh karena dunia pendi-
dikan berhubungan dengan dunia kerja, maka pe-
nelitian ini menggunakan data tingkat kesempatan
kerja menurut pendidikan, yang dianggap lebih
baik dalam menjelaskan tingkat kemiskinan yang
memang terkait erat dengan tingkat pendapatan
pekerja. Adapun metode yang digunakan yakni
dengan analisis data panel. Menurut Baltagi (2005),
penggunaan data panel memberikan banyak keun-
tungan di antaranya sebagai berikut: (1) mampu
mengontrol heterogenitas individu; (2) memberikan
data yang lebih banyak dan beragam, mengurangi
kolinearitas antar-peubah, meningkatkan derajat
bebas, dan lebih efisien; serta (3) lebih baik untuk
penelitian dynamics of adjustment, karena observasi
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cross section yang berulang, maka data panel lebih
baik dalam mempelajari perubahan dinamis. In-
donesia sebagai negara dengan keragaman besar
dalam wilayah, sosial, budaya, dan ekonomi, maka
dianggap memiliki heterogenitas individu.
Kerangka Pemikiran
Pada Gambar 2, hubungan antara pendidikan dan
kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori modal
manusia yang menunjukkan bahwa ketika indivi-
du berinvestasi dalam pendidikan, akan membuat
diri individu tersebut lebih produktif dalam pasar
tenaga kerja, dan pada gilirannya dapat membawa
individu tersebut untuk memiliki penghasilan yang
lebih tinggi. Namun demikian, terdapat perbedaan
kemampuan masyarakat dalam hal keputusan ber-
investasi dalam pendidikan. Masyarakat yang tidak
mampu secara finansial (masyarakat miskin) akan
sulit mengakses pendidikan ke setiap jenjang pendi-
dikan karena keterbatasan pendapatan. Masyarakat
miskin juga mengalami kendala kredit karena ke-
tiadaan aset yang bisa dijadikan sebagai jaminan
ketika mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari
lembaga keuangan formal.
Implikasi dari teori modal manusia pada kebi-
jakan pemerintah yang dihasilkan adalah perlunya
intervensi pemerintah dalam alokasi sumber daya
pada pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu
barang publik, harus disediakan oleh pemerintah
selama manfaat keseluruhan untuk konsumen seti-
daknya sama besar dengan biaya penyediaannya.
Kemudian, bahwa dunia pendidikan erat kai-
tannya dengan lapangan pekerjaan, permintaan
terhadap pendidikan merupakan permintaan tidak
langsung terhadap kesempatan memperoleh pe-
kerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern.
Penyebabnya adalah untuk memperoleh pekerjaan
di sektor modern sangat ditentukan oleh tingkat
pendidikan. Dalam kerangka teori modal manu-
sia dan teori signalling-screening (teori pemilahan),
pendapatan akan dibayar sesuai dengan produkti-
vitas marginal tenaga kerja. Kedua teori tersebut
mengaitkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi
dengan produktivitas yang lebih tinggi, akan men-
dapatkan pendapatan yang lebih tinggi bagi para
individu. Implikasi pada kegiatan pemilahan ada-
lah fenomena pengutamaan ijazah atau sertifikasi
pendidikan.
Namun demikian, orang-orang dengan berba-
gai macam alasan –kebanyakan karena kemiskinan
mereka– tidak dapat melanjutkan pendidikan, akan
berada dalam golongan orang-orang putus seko-
lah atau tidak berpendidikan. Pada akhirnya, akan
sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal ka-
rena tidak memiliki sertifikasi pendidikan formal.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses dan pe-
merataan pendidikan, maka diperlukan intervensi
pemerintah dalam penyediaan layanan dan pembia-
yaan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
Masyarakat miskin benar-benar membutuhkan le-
bih banyak pendidikan dan pelatihan keterampilan,
serta juga membutuhkan suatu konteks ekonomi,
yaitu mereka dapat menyadari keuntungan ekono-
mi dari peningkatan modal manusia mereka.
Selanjutnya, dalam kerangka teori pertumbuhan
endogen, akumulasi modal manusia merupakan
kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Teori ini berfokus pada eksternalitas positif dan
efek spillover ekonomi berbasis pengetahuan, yang
akan mengarah pada pembangunan ekonomi dan
pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya,
sehingga pada akhirnya mempunyai peran terha-
dap pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, adanya
kesenjangan pada modal manusia juga akan ber-
pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan
pertumbuhan ekonomi (Castello´, 2004). Selanjutnya,
Bourguignon (2004) menjelaskan bahwa perubahan
kemiskinan dapat diuraikan melalui pertumbuhan
ekonomi dan redistribusi pendapatan.
Hubungan ketiga teori tersebut adalah teori mo-
dal manusia yang menyediakan dan menciptakan
kualitas modal manusia, sedangkan teori pemilah-
an akan memilah tenaga kerja berpendidikan de-
ngan produktivitas lebih baik yang akan memasuki
dunia kerja dan menggantikan kelompok tua yang
tidak produktif lagi, sehingga akumulasi modal
manusia produktif akan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Implikasi dari ketiga teori tersebut adalah
pentingnya investasi pada modal manusia mela-
lui pendidikan maupun pelatihan, salah satunya
melalui kebijakan Wajar.
Berdasarkan teori modal manusia, kebijakan Wa-
jar secara langsung memengaruhi orang-orang yang
terkendala dalam partisipasi pendidikan, sehingga
akan meningkatkan tingkat partisipasi pendidik-
an. Sementara berdasarkan hipotesis pemilahan
pendidikan, kebijakan Wajar secara tidak langsung
akan meningkatkan pencapaian pendidikan bagi
pekerja berkemampuan tinggi. Implikasi teori per-
tumbuhan endogen adalah bahwa setiap investasi
dalam pendidikan akan menghasilkan perbaikan
yang terus-menerus dan berkelanjutan terhadap
perubahan teknis dan pertumbuhan ekonomi yang
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Gambar 2: Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
didorong faktor inovasi.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) jenjang
pendidikan dasar diduga tidak berperan efektif
dalam mengurangi kemiskinan; dan (2) besarnya
kontribusi setiap jenjang pendidikan terhadap ke-
miskinan, diduga berbeda-beda. Semakin tinggi
jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula pe-
ngaruh negatif terhadap kemiskinan.
Metode
Data dan Cakupan Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini beru-
pa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS),
yaitu persentase penduduk miskin, jumlah tenaga
kerja menurut tingkat pendidikan, Produk Domes-
tik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks
Gini mencakup 33 provinsi di Indonesia periode
tahun 2007–2010.
Metode Analisis dan Spesifikasi Model
Untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengana-
lisis jenjang pendidikan yang berkontribusi besar
dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, maka
digunakan metode regresi data panel. Data panel
adalah struktur data yang memiliki dimensi ruang
(individu) dan waktu. Dalam data panel, data cross
section yang sama diamati dari waktu ke waktu.
Ada dua model dalam data panel, Random Effect
Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM) yang
dipilih berdasarkan hasil uji Hausman.
Untuk mengidentifikasi peran jenjang pendidik-
an terhadap kemiskinan, digunakan pendekatan
tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja
menurut tingkat pendidikan didefinisikan sebagai
rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang be-
kerja menurut tingkat pendidikan terhadap jumlah
total angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan
populasi yang memiliki potensi ekonomi untuk
menghasilkan barang dan jasa yang nyata sesuai
dengan tingkat pendidikan. Persamaan ini juga me-
libatkan variabel PDRB per kapita dan indeks Gini
untuk menghitung efek tidak langsung pendidikan
terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekono-
mi dan distribusi pendapatan. Persamaan model
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mo-
difikasi dari model Tilak (1989), Kiani (2011), serta
Janjua dan Kamal (2011), sebagai berikut:




  c5pGiniqi,t   ui,t
(1)
dengan:
pMiskinqi,t : Persentase penduduk miskin di pro-
vinsi ke-i pada tahun ke-t;
pDasarqi,t : Rasio tenaga kerja berpendidikan dasar
(SD, SMP) terhadap total angkatan kerja di
provinsi ke-i pada tahun ke-t;
pMenengahqi,t : Rasio tenaga kerja pendidikan me-
nengah (SMU, SMK) terhadap total angkatan
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kerja di provinsi ke-i pada tahun ke-t;
pTinggiqi,t : Rasio tenaga kerja pendidikan tinggi
(Diploma I/II/III, Strata 1/2/3) terhadap total
angkatan kerja di provinsi ke-i pada tahun
ke-t;
pPDRBKapqi,t : PDRB per kapita di provinsi ke-i
pada tahun ke-t (juta Rp);
pGiniqi,t : Indeks Gini di provinsi ke-i pada tahun
ke-t;
c0 : intersep;




Gambar 3 memperlihatkan scatter-plot antara ting-
kat kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan
terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia
periode tahun 2007–2010. Berdasarkan plot data un-
tuk lulusan SD dan SMP, terjadi hubungan positif.
Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan
kerja lulusan SD dan SMP, maka tingkat kemiskin-
an di Indonesia akan semakin besar. Selanjutnya,
berdasarkan plot data untuk jenjang pendidikan
menengah, terjadi hubungan negatif. Artinya, sema-
kin tinggi tingkat kesempatan kerja lulusan SMU
dan SMK, maka tingkat kemiskinan di Indonesia
akan semakin turun. Demikian pula halnya dengan
plot data untuk jenjang pendidikan tinggi, terjadi
hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat
kesempatan kerja lulusan diploma dan strata, maka
tingkat kemiskinan akan semakin turun.
Analisis Hasil Estimasi Model Peran Pen-
didikan Tenaga Kerja terhadap Kemis-
kinan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
FEM lebih baik dibandingkan dengan REM. Terlihat
dari nilai peluang statistik Hausman pada Tabel
1, yang lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 1,72%,
yang memiliki arti bahwa data pengamatan belum
cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, bahwa
tidak ada korelasi antara komponen eror dengan
peubah bebas.
Berdasarkan hasil estimasi Tabel 2, ditemukan
adanya heteroskedastisitas pada model, terlihat da-
ri jumlah kuadrat sisaan (sum square residual) pada
weighted statistics lebih kecil daripada unweighted sta-
tistics. Berdasarkan hasil uji statistik Durbin-Watson
(DW), diperoleh nilai DWhitung pada unweighted sta-
tistics terletak di antara nilai 4–dU dan 4–dL. Hasil
ini menandakan tidak dapat ditentukan korelasi
pada model tersebut, sehingga estimasi perlu dila-
kukan menggunakan metode fixed effect GLS dengan
cross-section weights dan seemingly unrelated regres-
sions (SUR) untuk mengatasi kedua pelanggaran
asumsi tersebut (Greene, 2003).
Tabel 3 menyajikan hasil estimasi model peran
pendidikan tenaga kerja terhadap kemiskinan di In-
donesia. Melalui angka R-squared sebesar 0,9969, da-
pat dinyatakan bahwa variasi naik turunnya tingkat
kemiskinan di Indonesia sebesar 99,69%, yang dise-
babkan oleh variasi naik turunnya variabel-variabel
bebas tersebut. Sisanya sebesar 0,31% diakibatkan
faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam mo-
del, namun ditampung dalam variabel gangguan
acak. Secara serentak, terlihat pula bahwa model
yang diestimasi sangat signifikan pada taraf 1%,
atau dengan besaran nilai peluang statistik uji F
p-value = 0,0000.
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesempatan
kerja lulusan jenjang pendidikan dasar mempunyai
hubungan yang positif dan signifikan terhadap ting-
kat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kesempatan
kerja bagi lulusan pendidikan dasar belum mampu
untuk mengurangi kemiskinan, tetapi cenderung
dapat menambah tingkat kemiskinan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Awan et al. (2011) yang me-
nyimpulkan bahwa probabilitas menjadi miskin
semakin berkurang jika tingkat pendidikan sema-
kin tinggi. Begitu juga dengan penelitian Chaudhry
et al. (2010) yang menyimpulkan bahwa proses
pengentasan kemiskinan akan dapat dipercepat
jika sumber daya ditargetkan pada sektor pendi-
dikan, khususnya pendidikan tinggi. Wedgwood
(2007) menyimpulkan bahwa pengalaman negara
Tanzania dalam kebijakan pemerataan pendidikan
dengan perluasan pendidikan dasar, menunjukkan
bahwa pendidikan dasar tidak selalu mengarah
pada pengurangan kemiskinan. Ketika lulusan pen-
didikan dasar memasuki pasar tenaga kerja, mereka
sering tidak memiliki keterampilan yang dibutuh-
kan dan cenderung kalah dengan orang yang lebih
berpendidikan.
Menurut data BPS (2009a), karakteristik rumah
tangga miskin menurut tingkat pendidikan terting-
gi kepala rumah tangga (KRT) menunjukkan bahwa
persentase KRT miskin yang tidak tamat SD/tamat
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Gambar 3: Scatter-Plot antara Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan terhadap
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 2007–2010
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Tabel 1: Hasil Pengujian Antara FEM dengan REM (Uji Hausman) untuk Model Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja
terhadap Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2007–2010
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: INA
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 13,764064 5 0,0172
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
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Tabel 2: Uji Asumsi Homoskedastisitas dan Autokorelasi Model Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja terhadap














4-dU DW 4-dLÑ Tidak dapat ditentukan
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Tabel 3: Hasil Estimasi Model Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja terhadap
Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2007–2010
Variabel Terikat:











Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Keterangan: ** signifikan pada taraf 5%
Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%
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SD dan SMP lebih tinggi dibanding persentase KRT
miskin dengan tingkat pendidikan terakhir SMA
atau perguruan tinggi. Lebih lanjut menurut da-
ta BPS (2009b), 90,65% KRT miskin yang bekerja
adalah berpendidikan dasar ke bawah. Indikasi
ini menunjukkan bahwa mereka yang tergolong
miskin cenderung berpendidikan rendah. Lebih
lanjut berdasarkan data BPS (2011), penyerapan
tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh
tenaga kerja lulusan SD dan SMP dengan rata-rata
upah/gaji bersih pekerja/karyawan selama sebu-
lan menurut pendidikan SD dan SMP yang berki-
sar antara Rp750.000–Rp1.120.000. Fenomena ini
menunjukkan bahwa struktur perekonomian In-
donesia masih mengandalkan tenaga kerja murah.
Rendahnya tingkat pendapatan pekerja SD dan
SMP akan berpeluang meningkatkan kemiskinan.
Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja bagi lulusan
pendidikan dasar belum mampu untuk mengura-
ngi kemiskinan, tetapi cenderung dapat menambah
tingkat kemiskinan.
Berdasarkan hasil penelitian, mulai dari jenjang
pendidikan tingkat menengah ternyata lebih ber-
pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di
Indonesia. Hal ini tidak lepas dari permintaan te-
naga kerja berpendidikan menengah ke atas yang
cenderung meningkat selama beberapa tahun terak-
hir. Kuantitas dan kualitas pekerja terampil dan
berpengetahuan tinggi akan berpengaruh terhadap
pengurangan kemiskinan. Pekerja yang memiliki
keterampilan tinggi akan mendorong pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita
melalui peningkatan produktivitas, sehingga dapat
berperan dalam mengurangi kemiskinan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ti-
lak (2005) yang menyatakan bahwa pendidikan
menengah dan tinggi di India lebih meningkatkan
pendapatan individu dan lebih berkontribusi terha-
dap pembangunan ekonomi, sehingga berkontribu-
si signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di
India. Hal ini mendukung penelitian Khan dan Wi-
lliams (2006) yang menyatakan bahwa pendidikan
tinggi sangat penting untuk pengentasan kemis-
kinan karena berperan sebagai pelengkap pendi-
dikan dasar dan menengah –dengan pendidikan
tinggi akan menyediakan guru-guru terlatih, pe-
ngembangan kurikulum yang relevan secara lokal,
serta melengkapi pendidikan SDM dengan mana-
jemen yang solid dan keterampilan pemerintahan.
Pendidikan tinggi menyediakan keahlian mendasar
untuk semua sektor masyarakat dan ekonomi. Na-
mun, berbeda dengan hasil penelitian Kiani (2011)
yang menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi di
Pakistan tidak memainkan peran signifikan seca-
ra independen untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Berdasarkan teori tahapan pembangunan ekono-
mi, pada tahap awal pembangunan, perekonomian
akan didorong oleh faktor produksi yang bersum-
ber pada sumber daya alam berlimpah dan tenaga
kerja murah. Pada tahap selanjutnya, perekonomi-
an akan didorong oleh faktor efisiensi yang dipicu
oleh investasi yang besar, modern, dan efisien. Ta-
hap berikutnya, perekonomian akan didorong oleh
faktor inovasi yang berasal dari produktivitas tena-
ga kerja terampil dan pemanfaatan teknologi tinggi.
Perkembangan perekonomian di Indonesia lam-
bat laun akan menyebabkan pergeseran struktur
tenaga kerja. Semakin lama dan tinggi tingkat pere-
konomian, maka dibutuhkan tenaga kerja dengan
kualifikasi lebih tinggi.
Dengan perkembangan perekonomian yang te-
lah terjadi di Indonesia, maka semakin dibutuhkan
tenaga kerja terampil. Hal ini akan memperluas
tingkat kesempatan kerja bagi tenaga kerja dengan
tingkat pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pen-
didikan yang ditamatkan, relatif akan semakin baik
keahlian yang dimiliki dan diharapkan akan dapat
mengisi lapangan kerja yang menuntut kualifikasi
khusus tenaga kerja yang dibutuhkan. Mengingat
tuntutan perubahan zaman dan kemajuan tekno-
logi maupun kebutuhan dalam pasar kerja, maka
lapangan pekerjaan yang tersedia akan turut beru-
bah, yaitu membutuhkan tenaga kerja terampil dan
kemampuan yang bervariasi.
Jika dilihat dari sisi tingkat upah, terdapat perbe-
daan yang cukup mencolok antara pekerja berpen-
didikan dasar (SLTP ke bawah), SLTA, maupun pen-
didikan tinggi. Pada tahun 2011, rata-rata upah/gaji
bersih pekerja berpendidikan SD hanya sebesar
Rp758.000/bulan, SLTP sebesar Rp1.120.000/bulan,
SLTA sebesar Rp1.445.000/bulan, dan pendidikan
tinggi lebih dari Rp2.000.000/bulan (Pusdatinaker,
2012). Dengan demikian, pendapatan yang diper-
oleh pekerja lulusan pendidikan menengah dan
tinggi melalui peningkatan produktivitas diharap-
kan dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan.
Selanjutnya, berdasarkan informasi hasil peneli-
tian, peningkatan PDRB per kapita akan berdam-
pak pada penurunan kemiskinan. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian Janjua dan Ka-
mal (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan
PDRB per kapita akan berdampak pada penurun-
an kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori
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pertumbuhan endogen yang menyatakan modal
manusia sebagai sumber pertumbuhan yang pen-
ting. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
akan meningkatkan pengetahuan dan keterampil-
an yang dimiliki pekerja serta akan memengaruhi
produktivitas melalui cara produksi lebih efisien.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti
dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan,
sehingga akan memperbesar peluang pekerjaan.
Oleh karena itu, partisipasi dalam lapangan kerja
akan menghasilkan pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ting-
kat dan pertumbuhan pendapatan per kapita pen-
duduk secara rata-rata, termasuk peningkatan pen-
dapatan pada kelompok penduduk berpendapat-
an rendah, meskipun proporsi peningkatannya di
bawah rata-rata. Peningkatan pendapatan pada
penduduk berpendapatan rendah akan memung-
kinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar,
sehingga mampu keluar dari kemiskinan. Dengan
demikian, kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB
per kapita) akan memberikan manfaat bagi pendu-
duk untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Berdasarkan data BPS (2007, 2010), pendapatan
per kapita secara nasional meningkat dari Rp8,63
juta/tahun di tahun 2007 menjadi Rp9,72 juta/tahun
pada tahun 2010, atau terjadi pertumbuhan 4,05%
per tahun. Secara kasar, fenomena ini menunjukkan
adanya perbaikan dalam kesejahteraan penduduk.
Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan
pendapat an per kapita.
Dalam teori ekonomi pembangunan klasik, Rag-
nar Nurkse mengemukakan Teori Pertumbuhan
Seimbang yang menekankan peran tabungan dan
pembentukan modal dalam pembangunan ekono-
mi, dan berpendapat bahwa negara-negara miskin
tetap miskin karena berada dalam lingkaran se-
tan kemiskinan. Teori lingkaran setan kemiskinan
dapat digunakan untuk menjelaskannya di tingkat
nasional maupun individu. Dalam mengemukakan
teori lingkaran setan kemiskinan, Nurkse berpen-
dapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan
oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, akan
tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pemba-
ngunan di masa yang akan datang (Nurkse (1953)
dalam Damanhuri, 2010).
Menurut Nurkse, dua jenis lingkaran kemiskin-
an yang menghalangi negara-negara berkembang
untuk mencapai pertumbuhan yang pesat adalah
dari sisi penawaran modal, yaitu rendahnya ting-
kat tabungan; dan sisi permintaan modal, yaitu
terbatasnya pasar, disebabkan oleh rendahnya pen-
dapatan masyarakat sebagai akibat produktivitas
rendah yang diwujudkan oleh pembentukan mo-
dal yang terbatas di masa lalu. Menurut Nurkse,
faktor terpenting yang menentukan luasnya pasar
adalah tingkat produktivitas. Teori lingkaran setan
kemiskinan Gunnar Myrdal menyatakan bahwa ke-
miskinan juga bisa disebabkan karena kurangnya
pendidikan, rendahnya gizi dan kesehatan, serta
kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) lainnya.
Dengan mempelajari kemiskinan pada tingkat in-
dividu seseorang, dapat lebih konkret melihat apa
yang menyebabkan kemiskinan (Myrdal (1970) da-
lam Damanhuri, 2010).
Secara garis besar, Gambar 4 menjelaskan hu-
bungan antara pendidikan dan kemiskinan kare-
na adanya efek sirkular, bahwa ketidaksetaraan
pendidikan dapat melestarikan kemiskinan antar-
generasi, melalui jalur sebagai berikut: (i) sebuah ke-
luarga yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu
menyekolahkan anaknya ke sekolah; (ii) anak-anak
miskin menerima sedikit pendidikan atau tidak
sama sekali dan seringkali mereka dipaksa untuk
bekerja; (iii) anak-anak tumbuh tanpa keterampilan
dasar dan pendidikan; (iv) kurangnya keterampilan
dasar dan pendidikan membatasi kesempatan kerja,
meskipun dalam pekerjaan dengan upah rendah;
(v) pada anak perempuan, akan menikah muda dan
memiliki anak; (vi) selanjutnya mereka memiliki se-
jumlah anak yang ditanggung dengan pendapatan
yang sedikit. Demikian seterusnya, lingkaran akan
mulai dari awal (i) lagi dan proses ini berjalan dan
terus terulang. Di tingkat makro, negara-negara
miskin umumnya memiliki tingkat partisipasi pen-
didikan yang rendah, sehingga pada tingkat mikro
pun, anak-anak rumah tangga miskin menerima
pendidikan yang kurang.
Terkait dengan penelitian ini, maka untuk mengu-
rangi masalah kemiskinan melalui bidang pendi-
dikan di Indonesia, setidaknya perlu ada intervensi
pemerintah dalam kebijakan-kebijakan, antara lain:
memfasilitasi penyediaan layanan dan pembiaya-
an pendidikan, program subsidi bagi masyarakat
miskin, dan meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Implikasi
kebijakan dari penelitian ini adalah sejalan dengan
penelitian Prasetyia et al. (2011) yang menyimpul-
kan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor
pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekono-
mi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh
yang negatif, meskipun belum signifikan terhadap
pengurangan kemiskinan. Begitu pula dengan pe-
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Gambar 4: Lingkaran Setan Kemiskinan
Sumber: Damanhuri (2010)
nelitian Suwardi (2011) yang menyimpulkan bahwa
pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan
pada bidang pendidikan dan infrastruktur (jalan,
irigasi) secara signifikan dapat memengaruhi pro-
duktivitas pertanian dan jumlah penduduk miskin.
Produktivitas pertanian secara signifikan memiliki
hubungan yang negatif dengan jumlah penduduk
miskin.
Selanjutnya berdasarkan nilai cross-section effect
pada Gambar 5, ketika tidak ada perubahan se-
mua variabel, maka rata-rata tingkat kemiskinan
di masing-masing provinsi akan sebesar nilai koe-
fisien plus besaran cross-section effect-nya. Provinsi
Papua Barat, Maluku, Nangroe Aceh Darussalam,
dan Papua, akan mengalami kenaikan tingkat ke-
miskinan tinggi jika tanpa ada usaha peningkatan
pendidikan beserta perluasan kesempatan kerja,
pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan distribusi
pendapatan.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisis yang telah disam-
paikan, dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama,
penelitian ini menunjukkan bahwa jenjang pen-
didikan dasar tenaga kerja tidak cukup berperan
dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, tetapi
justru berperan menambah tingkat kemiskinan. De-
ngan demikian, kebijakan nasional Wajar Dikdas 9
tahun tidak cukup dalam konteks menanggulangi
kemiskinan. Dan kedua, penelitian ini menunjukkan
bahwa secara nasional, pendidikan dapat berperan
mengurangi kemiskinan apabila jenjang pendidik-
an tenaga kerja di atas sembilan tahun, yaitu mulai
dari jenjang pendidikan menengah ke atas; dan
semakin tingginya tingkat pendidikan tenaga kerja,
semakin besar pula perannya dalam mengurangi
kemiskinan.
Selanjutnya, berdasarkan apa yang telah diuraik-
an maka saran dan implikasi kebijakan dalam pe-
nelitian ini adalah pertama, jika pendidikan menjadi
salah satu solusi dalam penanggulangan kemiskin-
an, terkait dengan kebijakan program Wajar dalam
konteks penanggulangan kemiskinan, maka Wajar
Dikdas 9 tahun sudah perlu ditingkatkan lagi mini-
mal menjadi Wajar 12 tahun ke jenjang pendidikan
menengah. Kedua, terkait program Wajar 12 tahun,
maka perlu penanganan khusus bagi masyarakat
miskin untuk meningkatkan partisipasi pendidikan
maupun pencapaian ke jenjang lebih tinggi, seperti
program subsidi bagi masyarakat miskin guna me-
nutupi biaya langsung pendidikan dan biaya tidak
langsung pendidikan.
Ketiga, pendidikan bisa berperan dalam mengu-
rangi kemiskinan melalui lapangan kerja, sehingga
perlu penyediaan dan perluasan lapangan kerja un-
tuk menampung tenaga kerja berpendidikan (tena-
ga kerja terampil) guna meningkatkan pertumbuh-
an ekonomi sehingga dapat mengurangi kemiskin-
an. Keempat, program pembangunan dalam rangka
pengentasan kemiskinan hendaknya memperhati-
kan karakteristik dan efek lintas-daerah. Sebabnya,
setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbe-
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Gambar 5: Efek Lintas-Daerah Model Efek Tetap (Fixed Effect) Peran Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja terhadap
Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2007–2010
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
da satu sama lain. Dan jika tanpa ada perubahan pa-
da semua variabel bebas, maka pengaruh terhadap
masing-masing provinsi juga berbeda satu sama
lain tergantung pada besaran efek lintas-daerahnya
berdasarkan hasil analisis.
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